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INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

NOMOR 45 TAHUN 2016
TENTANG

TINDAK LANJUT SMS ADUAN MASYARAKAT
DAN HASIL RAPIM GUBERNUR

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 108 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja
Daerah Pasal 20 Ayat (2) dan Ayat (3) dan Pasal 21 Ayat (2) dan Ayat (3) yang diterapkan pada
aplikasi www.etkdbkd jakarta.go.id bagi PNS yang menduduki jabatan Pimpinan Tinggi dan
wajib menindaklanjuti SMS Aduan Masyarakat dan Tindak Lanjut Keputusan Rapim
Gubernur serta melaporkan kepada Gubernur sebagai hasil tindaklanjutnya, dengan ini
menginstruksikan :

Kepada
Untuk

KESATU

KEDUA

Para Kepala UKPD di lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara

Melaksanakan tindak lanjut SMS Aduan Masyakat dan Keputusan Rapim
Gubernur serta melaporkan kepada Walikota sebagai hasil tindaklanjutnya

Untuk kelancaran dan keseragaman dalam pelaksanaan tindak lanjut SMS
Aduan Masyakat dan Keputusan Rapim Gubernur serta melaporkan kepada
Walikota sebagai hasil tindaklanjutnya agar :

1

Kepala UKPD menggunakan Aplikasi yang telah disiapkan/disediakan oleh
Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Kota Administrasi

Jakarta Utara dengan alamat http://smartaduan.jakarta.go.id.

Melakukan koordinasi dengan Suku Dinas Komunikasi, Informatika
dan Kehumasan untuk mendapatkan Username dan Password serta
Pelatihan untuk mempergunakan aplikasi pada alamat http:// smartaduan.

jakarta.go.id.

Menunjuk Person In Charge (PIC) di masing-masing UKPD dan
mengirimkan Nama, NIP/NRK, Nomor Handphone ke Walikota Kota
Administrasi Jakarta Utara cc. Bagian Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara.

. UKPD di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Utara untuk melakukan :

- Melakukan Tindak Lanjut Terhadap SMS Aduan Masyarakat dan
Keputusan Rapim;

- Mengubah target penyelesaian untuk Setiap Tindak Lanjut SMS Aduan
masyarakat dan Keputusan Rapim;

- Mengembalikan Data Keputusan Rapim apabila tidak sesuai dalam
Disposisi;

- Melaporkan Setiap Progres Tindak Lanjut.



5. Kepala Bagian Ketatalaksanaan dan Kepegawaian Sekretariat Kota
Administrasi Jakarta Utara bertanggung jawab terhadap data Tindak Lanjut
SMS Aduan Masyarakat, untuk melakukan :

- Meng-input/meng-import Data SMS Aduan Masyarakat;

- Meng-edit Data SMS Aduan Masyarakat;

- Menghapus Data SMS Aduan Masyarakat;

- Melaporkan hasil Tindak Lanjut SMS Aduan Masyarakat UKDP ke dalam
Aplikasi e-Kinerja.

6. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta
Utara bertanggung jawab terhadap Data Tindak Lanjut Keputusan Rapim
Gubernur, untuk melakukan :

Meng-input/meng-import Data Keputusan Rapim;

Meng-edit Data Keputusan Rapim;

Menghapus Data Keputusan Rapim;

Melaporkan hasil Tindak Lanjut Keputusan Rapim ke dalam Aplikasi
e-Kinerja.

KETIGA . Validasi dan Disposisi Tindak Lanjut SMS Aduan Masyarakat dan Tindak Lanjut
Rapim Gubernur menjadi kewenangan dari Walikota/Wakil Walikota/Sekretaris
Kota/Asisten Pemerintahan melalui akun Walikota.

Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dltetapkan di Jakarta

>-196701151993031005

Tembusan :

Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara

Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara

Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi Jakarta Utara

Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informasi dan Kehumasan Kota Administrasi Jakarta Utara
. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setko Administrasi Jakarta Utara

Kepala Bagian Ketatalaksanaan dan Kepegawaian Setko Administrasi Jakarta Utara

Kepala Bagian Umum dan Protokol Setko Administrasi Jakarta Utara
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